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ABSTRAK 

“TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP MANDATORY SERTIFIKASI HALAL 

DALAM UNDANG-UNDANG NO. 33 TAHUN 2014 TENTANG JAMINAN 

PRODUK HALAL DI INDONESIA” 

Dalam agama Islam kehalalan makanan yang dikonsumsi merupakan hal 

pokok yang sangat prinsip, oleh karena itu negara berkewajiban memberikan 

perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan 

digunakan masyarakat. Pemerintah berupaya menstabilkan dan mengatur jalanya 

produk yang beredar di Indonesia sehingga dibentuknya  Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Sebelum PP  31 tahun 2019 terbit 

proses sertifikasi halal masih dilakukan oleh  MUI. Namun setelah PP 31 tahun 

2019 terbit, maka kewenangan penerbitan sertifikasi halal berada sepenuhnya di 

BPJPH selaku leading sektor Jaminan Produk Halal. Perpindahan tersebut menuai 

banyak kritik karena BPJPH dinilai masih belum siap dalam melaksanakan 

program tersebut seperti halnya dalam infrastruktur dan sistem informasi. 

Perpindahan kewenangan tersebut memang sudah seharusnya sebagaimana 

amanat Undang-undang Jaminan produk halal, namun sampai pada waktu yang 

ditetapkan  BPJPH belum sepenuhnya siap untuk menjadi regulator jaminan 

produk halal di Indonesia.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian 

kualitatif (penelitian pustaka) dengan pendekatan yuridis-normatif. Objek dari 

penelitian ini ialah Undang-undang No. 33 tahun 2014 pasal 5 tentang jaminan 

produk halal di Indonesia.. Data yang dikumpulkan melalui book survey  dan 

dokumentasi kemudian dianalisisi berdasarkan tinjauan maslahah. 

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BPJPH sudah siap 

menjadi pioner dalam penetapan jaminan produk halal yang sebelumnya menjadi 

kewenangan dari MUI. Mandatory sertifikasi halal dikategorikan sebagai 

maslahah karena berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia 

dan akhirat serta tidak mengandung mudharat. 
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ABSTRACT 

“REVIEW OF THE PROBLEM OF THE HALAL CERTIFICATION 

MANDATORY IN LAW NUMBER. 33 OF 2014 REGARDING GUARANTEE 

OF HALAL PRODUCTS IN INDONESIA”  

 

In Islam, the halalness of the food consumed is a very basic principle, 

therefore the state is obliged to provide protection and guarantees regarding the 

halalness of the products consumed and used by the community. The government 

seeks to stabilize and regulate the flow of products circulating in Indonesia so 

that Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee is established. 

Before PP 31 of 2019 was issued, the halal certification process was still carried 

out by MUI. However, after PP 31 of 2019 was issued, the authority to issue halal 

certification rests entirely with BPJPH as the leading Halal Product Assurance 

sector. The move has drawn a lot of criticism because BPJPH is considered to be 

still not ready to implement the program, as is the case with infrastructure and 

information systems. The transfer of authority should have been as mandated by 

the Law on Halal Product Guarantee, but until the time specified BPJPH is not 

yet fully ready to become a regulator of halal product assurance in Indonesia.  

The method used in this study is a qualitative research method (library 

research) with a juridical-normative approach. The object of this research is Law 

no. 33 of 2014 article 5 concerning the guarantee of halal products in Indonesia. 

The data collected through book surveys and documentation are then analyzed 

based on the maslahah review.  

The results of this study can be concluded that BPJPH is ready to be a 

pioneer in determining halal product guarantees which were previously the 

authority of MUI. Mandatory halal certification is categorized as maslahah 

because it relates to the basic needs of mankind in the world and the hereafter 

and does not contain any harm. 
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